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Abstract. Legal awareness among Indonesian Migrant Workers 
(PMI) needs to be strengthened because knowledge of legal rules is 
not always accompanied by the ability to recognize risks, assess 
consequences, and determine safe actions when facing pressure in 
employment relationships. The urgency of this activity lies in the 
normalization of risky practices, such as surrendering personal 
documents, accepting employment changes without written 
evidence, making payments without documentation, and using 
unverified intermediaries. This community engagement activity 
aimed to strengthen PMI’s legal awareness and readiness for 
preventive behavior through the Student Community Engagement 
Program of the Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, at the 
Embassy of the Republic of Indonesia in Malaysia. The activity was 
conducted from 16 to 19 July 2026 and involved six participants. The 
method employed a dilemma-based legal awareness laboratory 
and behavioral commitment through four stages: initial legal-
orientation mapping, legal-dilemma circles, role-reversal simulation 
and reflection, and the development of preventive actions. 
Evaluation used a Legal Orientation Inventory on a four-point scale, 
a scenario-based decision-making rubric, and participant reflection 
analysis. The indicators included acceptance of the function of law, 
risk sensitivity, confidence in using institutions, and readiness for 
preventive action. The results showed that the average legal-
orientation score increased from 2.52 to 3.50, representing an 
increase of 0.98 points. The average simulation decision-making 
score reached 3.50 out of 4, with five participants achieving good or 
very good categories. All participants developed preventive action 
pledges covering document protection, payment records, contract-
change verification, confirmation through official channels, and 
personal-data protection. The findings indicate that strengthening 
legal awareness should focus on risk assessment and preventive 
behavior, rather than legal information alone. 
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Abstrak. Kesadaran hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu 
diperkuat karena pengetahuan mengenai aturan belum selalu 
diikuti kemampuan mengenali risiko, menilai konsekuensi, dan 
menentukan tindakan yang aman menghadapi tekanan hubungan 
kerja. Urgensi kegiatan ini terletak pada kecenderungan 
normalisasi praktik berisiko, seperti penyerahan dokumen, 
perubahan pekerjaan tanpa bukti tertulis, pembayaran tanpa bukti, 
dan penggunaan perantara yang tidak terverifikasi. Kegiatan ini 
bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan perilaku 
preventif PMI melalui Program Pengabdian Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Riau Kepulauan di Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Malaysia. Kegiatan berlangsung pada 16–19 Juli 2026 
melibatkan enam peserta. Metode menggunakan laboratorium 
kesadaran hukum berbasis dilema dan komitmen perilaku melalui 
empat tahap, yaitu pemetaan orientasi hukum awal, lingkar dilema 
hukum, simulasi pembalikan peran dan refleksi, serta penyusunan 
tindakan preventif. Evaluasi dilakukan menggunakan Inventori 
Orientasi Hukum berskala 1–4, rubrik pengambilan keputusan 
berbasis skenario, dan analisis refleksi peserta. Pengukuran 
mencakup penerimaan fungsi aturan, sensitivitas terhadap risiko, 
kepercayaan menggunakan institusi, dan kesiapan tindakan 
preventif. Hasil menunjukkan skor orientasi hukum rata-rata 
meningkat dari 2,52 menjadi 3,50 atau bertambah 0,98 poin. Nilai 
rata-rata keputusan simulasi mencapai 3,50 dari skala 4, dengan 
lima peserta berada pada kategori baik atau sangat baik. Seluruh 
peserta menghasilkan piagam tindakan preventif yang mencakup 
pengamanan dokumen, pencatatan pembayaran, pemeriksaan 
perubahan kontrak, konfirmasi melalui kanal resmi, dan 
perlindungan data pribadi. Peningkatan terbesar terjadi pada 
kesiapan tindakan preventif dan sensitivitas terhadap risiko, 
sedangkan kepercayaan menggunakan institusi menjadi indikator 
dengan capaian terendah. Temuan menegaskan penguatan 
kesadaran hukum perlu diarahkan pada kemampuan menilai risiko 
dan membentuk perilaku preventif, bukan hanya penguasaan 
informasi hukum.  
 

 

1 Pendahuluan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi persoalan hukum 
yang tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan, tetapi 
juga kemampuan mengambil keputusan ketika menghadapi tekanan 
dalam hubungan kerja (Güdük & Desmet, 2022). Dalam konteks 
pekerjaan migran, persoalan hukum dapat muncul dalam bentuk 
penyerahan paspor, perubahan pekerjaan tanpa dokumen tertulis, 
keterlambatan pembayaran upah, permintaan pembayaran melalui 
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rekening pribadi, pembatasan komunikasi dengan pihak luar, serta 
penggunaan perantara dalam pengurusan izin (Fei, 2026). Kondisi 
tersebut menjadi penting karena keputusan pekerja sering kali harus 
dibuat dalam situasi yang melibatkan kebutuhan mempertahankan 
pekerjaan, hubungan dengan pemberi kerja atau perantara, dan 
keterbatasan pilihan. Penelitian mengenai pekerja migran di Malaysia 
juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja, relasi sosial, dan kondisi 
kehidupan dapat memengaruhi kemampuan pekerja dalam beradaptasi 
dan menghadapi kerentanan di lingkungan kerja (Enh et al., 2024). 
Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum PMI perlu diarahkan 
pada kemampuan mengenali risiko dan menentukan tindakan yang 
aman dalam situasi konkret (Pomaza-Ponomarenko et al., 2023). 

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam kegiatan 
pengabdian yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau 
Kepulauan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. 
Kegiatan melibatkan enam PMI yang mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan. Pada pemetaan awal, peserta tidak menunjukkan penolakan 
terhadap hukum, tetapi sebagian masih memandang tindakan berisiko 
sebagai kompromi yang sulit dihindari dalam hubungan kerja. 
Penyerahan paspor kepada pihak lain dan perubahan pekerjaan secara 
lisan melalui perantara, misalnya, pada awalnya cenderung dinilai 
berdasarkan kedekatan dengan pihak yang dipercaya dan kebutuhan 
mempertahankan pekerjaan, bukan berdasarkan konsekuensi hukumnya 
(Schmid, 2024). Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa persoalan 
utama bukan semata-mata ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi 
kesenjangan antara mengetahui adanya risiko dan kemampuan 
menerapkan pertimbangan hukum ketika menghadapi tekanan 
pekerjaan (Brandao, 2025). 

Tekanan yang dihadapi peserta dalam konteks kegiatan terlihat 
melalui beberapa situasi konkret. Pada skenario perubahan pekerjaan 
secara lisan, hanya satu dari enam peserta pada awalnya memilih 
tindakan preventif berupa meminta perubahan secara tertulis. Pada 
skenario perpanjangan izin melalui perantara, hanya satu peserta yang 
pada awalnya memilih memeriksa prosedur dan kewenangan pihak yang 
menawarkan bantuan. Sementara itu, pada skenario penyerahan paspor 
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hanya dua peserta yang sejak awal memilih respons preventif. Kondisi 
tersebut memperlihatkan bahwa tekanan tidak selalu berbentuk 
ancaman langsung, tetapi dapat muncul melalui kebutuhan 
mempertahankan pekerjaan, kepercayaan kepada pemberi kerja atau 
perantara, keinginan menghindari konflik, dan anggapan bahwa praktik 
tertentu merupakan bagian biasa dari hubungan kerja. Setelah diskusi, 
peserta mulai menggunakan pertimbangan legalitas pihak, keberadaan 
dokumen tertulis, potensi kerugian, dan ketersediaan kanal konfirmasi 
dalam menentukan pilihan. 

Masalah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk 
mengembangkan bentuk pengabdian yang tidak berhenti pada 
penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban PMI. Peserta perlu 
memperoleh kesempatan untuk menguji pengetahuan hukum melalui 
situasi yang menyerupai persoalan yang mungkin mereka hadapi. Dalam 
kegiatan ini, enam skenario digunakan untuk membahas keterlambatan 
pembayaran upah, perubahan pekerjaan, penyerahan paspor, 
pembayaran melalui rekening pribadi, larangan berkomunikasi dengan 
pihak luar, dan perpanjangan izin melalui perantara. Peserta diminta 
menentukan pilihan, menjelaskan alasan, mengenali risiko, dan 
memperkirakan konsekuensi dari setiap keputusan. Pendekatan tersebut 
memungkinkan persoalan hukum diterjemahkan menjadi pilihan 
tindakan yang dapat dipertimbangkan secara konkret, bukan hanya 
sebagai ketentuan normatif. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian 
menggunakan pendekatan laboratorium kesadaran hukum berbasis 
dilema dan komitmen perilaku. Intervensi dilaksanakan melalui 
pemetaan orientasi hukum awal, lingkar dilema hukum, simulasi 
pembalikan peran dan refleksi, serta penyusunan tindakan preventif. 
Mahasiswa Fakultas Hukum berperan sebagai fasilitator diskusi, 
pemeran dalam simulasi, pendamping refleksi, dan penghubung 
informasi mengenai rujukan resmi, sedangkan dosen memberikan 
supervisi dan validasi materi. Model ini dirancang agar peserta tidak 
hanya mengetahui aturan, tetapi juga berlatih menilai risiko, menyusun 
alasan, memilih tindakan yang proporsional, dan menentukan kapan 
membutuhkan dukungan kelembagaan. 
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Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran 
hukum PMI melalui penguatan kemampuan mengenali risiko, menilai 
konsekuensi, mengambil keputusan hukum secara preventif, dan 
menggunakan dukungan kelembagaan secara tepat. Perubahan 
kesadaran diukur melalui Inventori Orientasi Hukum berskala 1–4 yang 
mencakup penerimaan fungsi aturan, sensitivitas terhadap risiko, 
kepercayaan menggunakan institusi, dan kesiapan tindakan preventif, 
serta melalui rubrik pengambilan keputusan berbasis skenario dan 
refleksi peserta. Evaluasi awal dan akhir digunakan untuk melihat 
perubahan orientasi hukum, sedangkan simulasi digunakan untuk 
menilai kualitas pengambilan keputusan. 

Kontribusi kegiatan ini terletak pada pengintegrasian refleksi 
dilema, simulasi pengambilan keputusan, dan komitmen tindakan 
preventif dalam pengabdian mahasiswa kepada PMI. Pendekatan 
tersebut diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara 
pengetahuan hukum dan tindakan ketika peserta menghadapi situasi 
berisiko. Dengan demikian, pengabdian tidak hanya memberikan 
informasi hukum, tetapi membantu peserta mengembangkan tindakan 
yang lebih konkret seperti menyimpan dokumen, mencatat pembayaran, 
memeriksa perubahan kontrak atau pekerjaan, melakukan konfirmasi 
melalui kanal resmi, dan melindungi data pribadi. Seluruh peserta dalam 
kegiatan menghasilkan komitmen tindakan preventif sebagai bentuk 
tindak lanjut dari proses refleksi dan pembelajaran. 

 

2 Metode 

Kegiatan pengabdian menggunakan skema laboratorium 
kesadaran berbasis dilema dan komitmen perilaku hukum. Desain dipilih 
karena kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan 
terhadap aturan, tetapi cara peserta menilai risiko, memandang fungsi 
hukum dan menentukan tindakan ketika menghadapi tekanan. (Hertogh, 
2023) menjelaskan kesadaran hukum dibentuk melalui interaksi 
pengalaman, institusi dan relasi sosial.  

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama 
pemetaan orientasi hukum awal melalui inventori 12 pernyataan 
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berskala 1–4. Instrumen mengukur penerimaan fungsi aturan, 
sensitivitas risiko, kepercayaan menggunakan institusi dan kesiapan 
tindakan preventif. Peserta mengklasifikasikan praktik kerja ke dalam 
kategori aman, perlu diperiksa atau berisiko. Praktik mencakup 
penyerahan paspor, perubahan pekerjaan secara lisan, pembayaran 
tanpa bukti dan penggunaan jasa perantara tidak resmi. 

Tahap kedua adalah lingkar dilema hukum dengan mendiskusikan 
enam skenario yang menggambarkan persoalan upah, perubahan 
dokumen, permintaan menyerahkan paspor, biaya administrasi rekening 
pribadi dan larangan komunikasi pihak luar. Peserta menentukan pilihan, 
menjelaskan alasan, mengidentifikasi risiko dan memperkirakan 
konsekuensi. Pembelajaran membantu menghubungkan aturan dengan 
kehidupan nyata dan kemampuan mengambil keputusan (Bracken, 
2022). 

Tahap ketiga, simulasi dan pembalikan peran. Simulasi diakhiri 
dengan refleksi mengenai pilihan, alasan, risiko dan bentuk dukungan 
yang diperlukan. Refleksi digunakan agar pengalaman simulasi 
berkembang menjadi pemahaman dan orientasi perilaku yang lebih kuat 
(Kawai, 2021; Sheppick, 2024). 

Tahap terakhir adalah penyusunan tindakan preventif dengan 
menetapkan lima tindakan yang dapat diterapkan, seperti menyimpan 
salinan dokumen, mencatat pembayaran, memeriksa perubahan 
kontrak, menghindari pemberian data kepada pihak tidak terverifikasi. 
Komitmen tertulis digunakan untuk memperkuat hubungan antara 
keyakinan dan perilaku yang direncanakan (Cooper et al., 2024). 

Tabel 1. Tahapan dan Evaluasi Kegiatan 

Tahap Aktivitas Luaran dan Indikator 
Pemetaan 

awal 
Inventori dan klasifikasi 

risiko 
Orientasi hukum awal 

teridentifikasi 
Lingkar 
dilema 

Diskusi enam skenario Peserta mampu menjelaskan 
pilihan dan konsekuensi 

Simulasi Pembalikan peran dan 
refleksi 

Minimal lima peserta 
mencapai kategori baik 

Komitmen Penyusunan lima 
tindakan preventif 

Seluruh peserta menghasilkan 
piagam individual 
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Evaluasi 
akhir 

Inventori ulang dan 
penilaian skenario 

Skor meningkat minimal 0,50 
dan rata-rata rubrik minimal 

3,25 

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan skor inventori awal dan 
akhir serta rubrik keputusan yang mencakup pengenalan risiko, kualitas 
alasan, ketepatan tindakan dan penggunaan dukungan kelembagaan. 
Setiap aspek dinilai pada skala 1–4. Refleksi dianalisis secara kualitatif 
untuk mengidentifikasi perubahan pandangan terhadap hukum, sikap 
terhadap risiko dan kesiapan bertindak. 

 

3 Hasil 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima rangkaian utama, 
yaitu pemetaan orientasi hukum awal, lingkar dilema hukum, simulasi 
pembalikan peran dan refleksi, penyusunan komitmen tindakan 
preventif, serta evaluasi akhir. Enam PMI mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan. Pada tahap awal ditemukan bahwa peserta secara umum telah 
mengenali keberadaan aturan, tetapi belum selalu menjadikan aspek 
hukum sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan ketika 
menghadapi tekanan pekerjaan. Beberapa praktik berisiko masih 
dipandang sebagai kompromi yang dapat diterima, terutama ketika 
berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan pekerjaan atau adanya 
kepercayaan kepada pemberi kerja dan perantara. Temuan tersebut 
menjadi dasar pelaksanaan intervensi yang menghubungkan aturan 
dengan situasi konkret yang mungkin dihadapi PMI.  

Perubahan orientasi hukum terlihat dari hasil pengukuran 
menggunakan Inventori Orientasi Hukum berskala 1–4. Skor rata-rata 
peserta meningkat dari 2,52 sebelum kegiatan menjadi 3,50 setelah 
kegiatan, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,98 poin. Seluruh 
enam peserta menunjukkan peningkatan, dengan perubahan individual 
berada pada rentang 0,84–1,08 poin. Peningkatan tersebut 
menunjukkan perubahan pada cara peserta memandang fungsi aturan, 
mengenali risiko, mempertimbangkan penggunaan dukungan 
kelembagaan, dan merencanakan tindakan preventif. Namun, 
perubahan skor tersebut perlu dipahami sebagai perubahan orientasi 
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hukum, bukan sebagai bukti bahwa seluruh peserta telah mengubah 
perilaku aktual dalam kehidupan kerja setelah kegiatan.  

Perubahan juga terlihat pada indikator yang lebih spesifik. 
Kesiapan menjalankan tindakan preventif meningkat dari 2,54 menjadi 
3,67, sedangkan sensitivitas terhadap risiko meningkat dari 2,42 menjadi 
3,54. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi lebih kuat 
dalam membantu peserta mengidentifikasi risiko dan menentukan 
tindakan konkret dibandingkan sekadar meningkatkan penerimaan 
umum terhadap aturan. Indikator kepercayaan dalam menggunakan 
institusi masih menjadi aspek yang relatif lebih rendah. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa peserta mulai memiliki kesiapan untuk melakukan 
tindakan awal seperti menyimpan bukti, meminta penjelasan, 
memeriksa dokumen, dan melakukan konfirmasi, tetapi belum 
sepenuhnya yakin untuk menggunakan mekanisme kelembagaan formal 
ketika menghadapi persoalan.  

Perubahan kemampuan mengambil keputusan terlihat melalui 
enam skenario dilema hukum. Pada skenario penyerahan paspor, 
respons preventif meningkat dari 2 menjadi 6 peserta; perubahan 
pekerjaan secara lisan meningkat dari 1 menjadi 5 peserta; 
keterlambatan pembayaran upah dari 3 menjadi 6 peserta; pembayaran 
melalui rekening pribadi dari 2 menjadi 6 peserta; larangan 
berkomunikasi dengan pihak luar dari 2 menjadi 5 peserta; dan 
perpanjangan izin melalui perantara dari 1 menjadi 6 peserta. Perubahan 
tersebut tidak hanya terlihat dari pilihan akhir, tetapi juga dari alasan 
yang digunakan peserta. Setelah diskusi, peserta mulai 
mempertimbangkan legalitas pihak yang meminta, keberadaan 
dokumen tertulis, potensi kerugian, dan ketersediaan kanal konfirmasi 
sebelum menentukan tindakan. 

Indikator keberhasilan berikutnya terlihat dari hasil simulasi 
pengambilan keputusan. Nilai rata-rata simulasi mencapai 3,50 pada 
skala 4, dengan lima dari enam peserta berada pada kategori baik atau 
sangat baik. Dalam simulasi, peserta tidak lagi semata-mata 
mendasarkan keputusan pada kedekatan personal atau keinginan 
menghindari konflik, tetapi mulai menggunakan bukti, batas 
kewenangan, potensi kerugian, dan mekanisme konfirmasi sebagai dasar 
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pertimbangan. Temuan ini memperkuat penggunaan pembelajaran 
berbasis skenario dalam kegiatan pengabdian karena intervensi tidak 
berhenti pada transfer informasi, tetapi memberikan kesempatan 
kepada peserta untuk mempraktikkan pengambilan keputusan dalam 
situasi yang menyerupai persoalan nyata (Bahattab et al., 2023). 
Pendekatan semacam ini juga konsisten dengan program pemberdayaan 
PMI yang menggabungkan literasi hak, keterampilan praktis, dan 
pengambilan keputusan sebagai bagian dari penguatan perlindungan 
pekerja migran (Daum, 2025).  

Selain perubahan skor dan kemampuan mengambil keputusan, 
keberhasilan kegiatan ditunjukkan melalui komitmen tindakan preventif. 
Seluruh enam peserta menyusun piagam tindakan preventif sehingga 
terbentuk 30 butir komitmen individual. Komitmen tersebut meliputi 
penyimpanan salinan paspor, izin, dan kontrak; pencatatan pembayaran 
dan bukti upah; pemeriksaan perubahan pekerjaan atau kontrak; 
konfirmasi kepada kanal resmi; perlindungan data dari pihak yang tidak 
terverifikasi; penyimpanan kontak darurat; serta penolakan terhadap 
penyerahan dokumen tanpa alasan dan bukti yang jelas. Dokumentasi 
dan penyimpanan bukti menjadi bentuk komitmen yang paling banyak 
dipilih karena dianggap dapat dilakukan langsung oleh peserta tanpa 
meningkatkan konflik dengan pihak lain.  

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian 

Aspek yang 
Diukur 

Indikator 
Keberhasilan 

Hasil Kegiatan Status 

Orientasi 
hukum 

Skor orientasi 
meningkat minimal 
0,50 poin 

2,52 → 3,50; 
meningkat 0,98 
poin 

Tercapai 

Sensitivitas 
terhadap 
risiko 

Peserta lebih mampu 
mengenali praktik 
berisiko 

Skor 2,42 → 3,54 Tercapai 

Kesiapan 
tindakan 
preventif 

Peserta mampu 
menentukan tindakan 
pencegahan 

Skor 2,54 → 3,67 Tercapai 

Pengambilan 
keputusan 

Rata-rata rubrik 
minimal 3,25 

Rata-rata 3,50/4 Tercapai 
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Kemampuan 
simulasi 

Minimal 5 peserta 
mencapai kategori 
baik 

5 dari 6 peserta 
baik/sangat baik 

Tercapai 

Respons 
terhadap 
dilema 

Terjadi peningkatan 
pilihan preventif 
setelah diskusi 

Peningkatan pada 
seluruh 6 skenario 

Tercapai 

Komitmen 
perilaku 

Seluruh peserta 
menghasilkan 
tindakan preventif 

6 peserta 
menghasilkan 30 
komitmen 

Tercapai 

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan menunjukkan bahwa 
kegiatan telah mencapai perubahan pada tiga tingkat, yaitu orientasi, 
kemampuan mengambil keputusan, dan komitmen tindakan preventif. 
Pola evaluasi seperti ini lebih kuat daripada hanya mengukur kepuasan 
peserta karena menghubungkan tujuan kegiatan dengan perubahan 
yang dapat diamati dan diukur. Literatur evaluasi program komunitas 
juga menekankan bahwa indikator keberhasilan perlu mencerminkan 
prioritas program sekaligus pengalaman peserta, bukan hanya ukuran 
yang ditentukan oleh pelaksana (Williams et al., 2023). Dalam konteks 
pekerja migran, intervensi berbasis informasi dan pendampingan juga 
menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan mengenai hak dapat 
berkaitan dengan kemampuan pekerja menggunakan haknya dalam 
kondisi kerja (Miles, 2026). Oleh karena itu, hasil kegiatan ini lebih tepat 
dipahami sebagai penguatan orientasi kesadaran hukum dan kesiapan 
perilaku preventif, bukan sebagai klaim bahwa kegiatan telah 

 

4 Pembahasan 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pemetaan orientasi 
awal, Lingkar dilema hukum, simulasi pembalikan peran, refleksi dan 
penyusunan piagam tindakan preventif. Enam peserta mengikuti seluruh 
rangkaian. Pada tahap awal, peserta tidak menunjukkan penolakan 
terhadap hukum, tetapi memandang = tindakan berisiko sebagai 
kompromi yang sulit dihindari. Penyerahan paspor kepada pihak lain, 
perubahan pekerjaan secara lisan melalui perantara cenderung dinilai 
berdasarkan kedekatan relasi dan kebutuhan mempertahankan 
pekerjaan, bukan berdasarkan konsekuensi hukum. Temuan 
menunjukkan orientasi hukum peserta bersifat situasional: dukungan 
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terhadap aturan belum selalu berubah menjadi pilihan preventif ketika 
berhadapan dengan tekanan ekonomi dan relasi kuasa. 

Inventori Orientasi Hukum memperlihatkan kenaikan rata-rata dari 
2,52 menjadi 3,50 pada skala 1–4. Seluruh peserta mengalami 
perubahan positif dengan peningkatan antara 0,84 dan 1,08 poin. 
Perubahan tersebut tidak diartikan sebagai bukti kepatuhan aktual 
setelah kegiatan, tetapi sebagai penguatan cara peserta memandang 
fungsi aturan, membaca risiko, menggunakan institusi dan 
merencanakan tindakan. Hertogh (2023) menunjukkan kesadaran 
hukum terbentuk secara relasional melalui pengalaman individu dan 
persepsinya terhadap cara institusi menerapkan hukum. Karena itu, 
perubahan orientasi dalam kegiatan ini dibaca sebagai hasil interaksi 
antara materi, pengalaman peserta, dukungan fasilitator dan gambaran 
mengenai respons kelembagaan. 

Tabel 3. Perubahan Skor Orientasi Hukum Peserta 

Peserta Skor Awal Skor Akhir Perubahan Keterangan 

P1 2,42 3,42 1,00 Meningkat 

P2 2,58 3,58 1,00 Meningkat 

P3 2,17 3,17 1,00 Meningkat 

P4 2,83 3,67 0,84 Meningkat 

P5 2,42 3,42 1,00 Meningkat 

P6 2,67 3,75 1,08 Meningkat 

Rata-
rata 2,52 3,50 0,98 Meningkat 

Kenaikan pada indikator terjadi pada kesiapan menjalankan 
tindakan preventif, yaitu 2,54 menjadi 3,67, diikuti sensitivitas terhadap 
risiko dari 2,42 menjadi 3,54. Perubahan menunjukkan kegiatan lebih 
kuat memengaruhi cara peserta menilai pilihan konkret daripada sekadar 
menambah penerimaan umum terhadap aturan. Penerimaan fungsi 
aturan sejak awal relatif lebih tinggi, tetapi sebagian peserta belum 
menghubungkannya dengan tindakan rutin. Pola tersebut sejalan 
dengan (Tenorio, 2024), yang menunjukkan bahwa perubahan status dan 
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pengalaman relasional dapat meningkatkan kesediaan migran 
melakukan klaim di tempat kerja, namun bentuk tindakan tetap 
dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan ekspektasi sosial. 

Kepercayaan menggunakan institusi memperoleh nilai akhir paling 
rendah 3,21, meskipun meningkat 0,88 poin. Peserta memperhitungkan 
kemungkinan kehilangan pekerjaan, konflik pemberi kerja, status 
dokumen dan ketidakpastian hasil. (Weber, 2025) menemukan pekerja 
migran dapat mengetahui haknya tetapi memilih menghindari konflik, 
mengecilkan masalah atau meninggalkan pekerjaan ketika hukum 
dianggap tidak cukup relevan bagi persoalan rutin. Temuan menegaskan 
peningkatan kesadaran tidak dapat hanya diarahkan pada keberanian 
melapor (Zumeta et al., 2022). Program juga perlu menunjukkan tahapan 
konsultasi, dokumentasi, konfirmasi dan rujukan yang dapat dilakukan 
sebelum konflik berkembang. 

 

Gambar 1. Perubahan Empat Indikator Kesadaran Hukum 

Gambar 1 memperlihatkan seluruh indikator bergerak ke arah 
positif, tetapi tidak membentuk pola yang seragam. Kesiapan preventif 
dan sensitivitas risiko menunjukkan perubahan paling tajam karena 
kedua aspek tersebut menjadi fokus diskusi dilema dan simulasi. Peserta 
tidak hanya diminta menyebutkan aturan, tetapi mempertimbangkan 
akibat keputusan seperti menyerahkan dokumen asli, menerima 
perubahan kerja tanpa bukti tertulis, atau mentransfer biaya kepada 
rekening pribadi. Proses ini membantu peserta membedakan antara 
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tindakan yang terasa praktis dalam jangka pendek dan tindakan yang 
menjaga posisi hukumnya dalam jangka panjang. 

Jarak antara kesiapan preventif dan kepercayaan institusi juga 
penting. Peserta dapat berkomitmen menyimpan bukti atau memeriksa 
dokumen tanpa langsung bersedia memasuki proses pengaduan formal. 
Ketidakpuasan terhadap institusi dapat membentuk hubungan yang 
ambivalen dengan legalitas: masyarakat tetap mengakui nilai hukum, 
tetapi meragukan institusi yang menjalankannya. Oleh sebab itu, hasil 
kegiatan mendukung strategi bertahap, yaitu membangun kebiasaan 
dokumentasi dan konsultasi terlebih dahulu, kemudian memperkuat 
keyakinan terhadap penggunaan layanan melalui pengalaman 
kelembagaan yang responsif dan adil. 

Lingkar dilema hukum digunakan untuk menguji peserta 
menimbang pilihan ketika aturan bertemu dengan tekanan kerja. Pada 
respons awal, pilihan preventif paling sedikit muncul pada skenario 
perubahan pekerjaan tanpa dokumen dan perpanjangan izin melalui 
perantara tidak resmi. Peserta menilai kedua situasi tersebut sebagai 
praktik yang mungkin diterima apabila pemberi kerja atau perantara 
telah dikenal. Setelah diskusi, peserta mengubah pilihan dengan 
menambahkan syarat konfirmasi tertulis, pemeriksaan melalui kanal 
resmi atau permintaan waktu sebelum mengambil keputusan. 

Tabel 4. Respons Peserta terhadap Enam Dilema Hukum 

Skenario 
Respons 

Awal 
Setelah 
Diskusi 

Bentuk Perubahan 

Penyerahan 
paspor 

2 dari 6 6 dari 6 
Menolak penyerahan tanpa dasar 

jelas dan meminta bukti 
penerimaan 

Perubahan 
pekerjaan 

secara lisan 
1 dari 6 5 dari 6 

Meminta perubahan tertulis dan 
memeriksa kesesuaiannya 

Keterlambatan 
pembayaran 

upah 
3 dari 6 6 dari 6 

Mencatat keterlambatan, 
mengumpulkan bukti dan 

meminta penjelasan 



Rizki Tri Anugrah Bhakti, dkk, Legal... (2026)                Vol. 7, No. 3, Juli-September 2026 
 

1036 |  
 

Skenario Respons 
Awal 

Setelah 
Diskusi Bentuk Perubahan 

Biaya melalui 
rekening pribadi 

2 dari 6 6 dari 6 Menunda pembayaran dan 
mengonfirmasi kanal resmi 

Larangan 
berkomunikasi 
dengan pihak 

luar 

2 dari 6 5 dari 6 Mengidentifikasi risiko dan 
mencari kontak aman 

Perpanjangan 
izin melalui 
perantara 

1 dari 6 6 dari 6 
Memeriksa prosedur dan 
kewenangan pihak yang 

menawarkan 

Perubahan respons paling nyata bukan terletak pada pilihan akhir 
saja, melainkan pada kualitas alasan. Peserta mulai menggunakan empat 
pertimbangan: legalitas pihak yang meminta, keberadaan dokumen 
tertulis, potensi kerugian dan ketersediaan kanal konfirmasi. Sebelum 
diskusi, alasan didominasi oleh kepercayaan personal dan kebutuhan 
menghindari konflik. Setelah diskusi, peserta mengacu pada bukti, batas 
kewenangan serta kemungkinan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. 
(Hilbink & Salas Ramos, 2024) menunjukkan kesadaran hukum dapat 
berkembang ketika individu menghubungkan pengalaman ketidakadilan 
dengan kemungkinan melakukan klaim. Dalam kegiatan ini, skenario 
membantu peserta menamai risiko dan mengubahnya menjadi 
persoalan yang ditanyakan, diperiksa dan didokumentasikan. 

Satu peserta masih memilih mengikuti perubahan pekerjaan 
secara lisan apabila penolakan dianggap dapat memicu pemutusan 
hubungan kerja. Respons ini tidak diperlakukan sebagai kegagalan, tetapi 
sebagai bukti pilihan hukum berada dalam batas peluang yang tidak 
setara. Kesadaran hukum dibentuk secara relasional; ekspektasi dan 
kewajiban di dalam hubungan sosial dapat mengubah cara individu 
merespons hukum. Karena itu, fasilitator tidak mengarahkan peserta 
pada penolakan konfrontatif, tetapi menyusun alternatif yang lebih 
aman, tertulis, menyimpan percakapan, berkonsultasi, atau meminta 
waktu untuk memeriksa perubahan. 
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Gambar 2. Perubahan Pilihan pada Enam Dilema Hukum 

Gambar 2 memperlihatkan intervensi paling kuat terjadi pada 
skenario yang sebelumnya dinormalisasi melalui perantara dan 
hubungan kepercayaan. Pada skenario perpanjangan izin, jumlah peserta 
yang memilih respons preventif meningkat dari satu menjadi enam. 
Perubahan menunjukkan pergeseran dari logika siapa yang 
menyampaikan menuju dasar dan kewenangan tindakannya. Pergeseran 
ini penting karena kesadaran hukum preventif tidak berarti menolak 
bantuan informal, menempatkan verifikasi sebagai syarat sebelum 
keputusan dilakukan. 

Kenaikan pada semua skenario juga harus dibaca secara hati-hati 
karena keputusan dalam ruang simulasi belum tentu sama dengan 
perilaku ketika peserta berhadapan dengan ancaman nyata. Kesediaan 
mengambil tindakan dipengaruhi oleh status, relasi kerja, dukungan 
sosial dan persepsi terhadap respons institusi. Schoultz dan Muhire 
(2024) menunjukkan mobilisasi hak pekerja migran memerlukan bantuan 
praktis, negosiasi dan dukungan organisasi, bukan hanya pengetahuan 
tentang hak. Dengan demikian, kegiatan ini membangun kesiapan awal, 
sedangkan penerapan di lapangan tetap membutuhkan akses konsultasi 
dan rujukan yang aman. 

Simulasi pembalikan peran menempatkan mahasiswa sebagai 
pemberi kerja, perantara, rekan dan petugas layanan. Peserta berlatih 
meminta penjelasan, menolak permintaan berisiko secara proporsional, 
meminta salinan dokumen dan mengalihkan persoalan relevan. Penilaian 
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dilakukan pada empat aspek: pengenalan risiko, kualitas alasan, 
ketepatan tindakan dan penggunaan dukungan kelembagaan. Nilai rata-
rata mencapai 3,50 dari skala 4 dan melampaui target 3,25. Lima peserta 
mencapai kategori baik atau sangat baik, P3 memperoleh 2,75 dan masih 
memerlukan arahan pada pengenalan risiko. 

Tabel 5. Kualitas Keputusan Peserta dalam Simulasi 

Pengenalan 
Risiko 

Kualitas 
Alasan 

Ketepatan 
Tindakan 

Dukungan 
Kelembagaan Rata-rata 

3 3 3 3 3,00 

4 3 4 4 3,75 

2 3 3 3 2,75 

4 4 4 4 4,00 

3 4 3 4 3,50 

4 4 4 4 4,00 

3,33 3,50 3,50 3,67 3,50 

Aspek dukungan kelembagaan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 
3,67. Peserta membedakan masalah yang diselesaikan melalui 
komunikasi awal dan masalah yang memerlukan konsultasi atau 
pengaduan. Hasil menunjukkan institusi dipahami sebagai sumber 
dukungan, bukan sebagai ruang penyelesaian sengketa akhir (Rocca & 
Zielinski, 2022). menekankan mobilisasi hukum mencakup praktik yang 
beragam, dari peningkatan kesadaran, negosiasi, pendampingan dan 
pengadilan. Pola relevan dengan kebutuhan PMI yang memerlukan 
keamanan sebelum memilih mekanisme formal. Temuan 
memperlihatkan risiko hukum tidak selalu hadir; risiko dibungkus melalui 
kedekatan dan utang budi.  

Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyusun lima komitmen 
individual sehingga terkumpul 30 butir komitmen. Tindakan yang dipilih 
adalah menyimpan salinan dokumen, diikuti pencatatan pembayaran, 
pemeriksaan perubahan kontrak dan konfirmasi kepada layanan resmi. 
Komitmen peserta tidak disusun dalam bentuk pernyataan umum seperti 
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menaati hukum, tetapi dalam tindakan yang memiliki objek dan situasi 
jelas. Pendekatan diperlukan agar kesadaran tidak berhenti, melainkan 
memiliki jembatan menuju perilaku. 

Tabel 6. Distribusi Komitmen dalam Piagam Tindakan Preventif 

Jenis Komitmen Frekuensi Persentase 

Menyimpan salinan paspor, izin dan 
kontrak 6 20,00% 

Mencatat pembayaran dan menyimpan 
bukti upah 

5 16,67% 

Memeriksa setiap perubahan pekerjaan 
atau kontrak 5 16,67% 

Mengonfirmasi masalah kepada kanal 
atau layanan resmi 5 16,67% 

Tidak memberikan data kepada pihak 
tidak terverifikasi 4 13,33% 

Menyimpan kontak darurat dan pihak 
tepercaya 3 10,00% 

Menolak penyerahan dokumen tanpa 
alasan dan bukti yang jelas 

2 6,66% 

Total 30 100,00% 

Komitmen dokumentasi menjadi dominan karena dianggap mudah 
diterapkan tanpa memperbesar konflik dengan pihak lain. Pilihan 
tersebut menunjukkan perilaku preventif dapat dimulai dari tindakan 
yang berada dalam kendali pekerja. Cooper et al. (2024) menunjukkan 
komitmen dapat memperkuat hubungan antara tanggung jawab 
personal dan perilaku yang dituju, terutama ketika komitmen bersifat 
spesifik. Dalam program ini, piagam bukan jaminan perubahan perilaku, 
tetapi perangkat pengingat yang mengubah hasil menjadi tindakan. 

Komitmen untuk menolak penyerahan dokumen asli hanya dipilih 
oleh dua peserta. Peserta lain menilai tindakan tersebut sulit dilakukan 
pada situasi tertentu, sehingga memilih meminta bukti penerimaan atau 
menyimpan salinan terlebih dahulu. Perbedaan ini menunjukkan 
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pentingnya komitmen yang realistis dan sensitif terhadap posisi. Program 
tidak memaksakan respons, tetapi membantu mengidentifikasi tingkat 
perlindungan. Pendekatan reflektif sejalan dengan Kawai (2021), yang 
menekankan refleksi dalam service-learning perlu menghubungkan 
pengalaman, identitas dan pemaknaan agar menghasilkan 
pembelajaran. 

Gambar 3. Model Perubahan Kesadaran Hukum menuju Perilaku 
Preventif 

Model pada gamabr 3 menyintesis perubahan yang terjadi selama 
kegiatan. Titik awalnya bukan ketidaktahuan mutlak, tetapi normalisasi 
risiko: peserta mengetahui sebagian aturan namun menganggap praktik 
berisiko sebagai bagian biasa dari pekerjaan. Lingkar dilema 
memunculkan jarak antara kebiasaan dan konsekuensi, sedangkan 
simulasi menyediakan kesempatan menguji bahasa dan pilihan. Piagam 
tindakan kemudian mengikat proses tersebut ke dalam rencana personal 
yang dapat diterapkan sesuai kapasitas peserta. 

Transformasi bergantung pada dua lapisan pendukung. Lapisan 
pertama adalah fasilitasi mahasiswa yang menggunakan pertanyaan 
penuntun, pembalikan peran dan umpan balik; lapisan kedua adalah 
dukungan KBRI dan supervisi dosen yang menyediakan legitimasi serta 
jalur rujukan. Bracken (2022) menunjukkan model Street Law dapat 
mempertemukan pembelajaran mahasiswa dengan kebutuhan hukum 
masyarakat melalui aktivitas yang konkret dan komunikatif. Kontribusi 
mahasiswa dalam kegiatan ini terletak pada kemampuannya membuat 
peserta mengartikulasikan alasan sendiri, bukan menggantikan 
keputusan peserta dengan jawaban fasilitator. 
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Tabel 7. Kontribusi Mahasiswa dalam Penguatan Kesadaran Hukum 

Peran Aktivitas Kontribusi 

Pemantik 
refleksi 

Mengajukan pertanyaan 
tentang alasan dan 

konsekuensi 

Peserta mengungkap 
normalisasi risiko 

Pemeran 
simulasi 

Memerankan pemberi 
kerja, perantara dan 

petugas 

Peserta berlatih merespons 
tekanan 

Pendamping 
keputusan 

Memberikan pilihan 
tanpa mengambil alih 

keputusan 

Alasan peserta menjadi lebih 
terstruktur 

Pemberi 
umpan balik 

Membahas kekuatan dan 
kelemahan respons 

Peserta memperbaiki bahasa 
dan strategi 

Penghubung 
rujukan 

Menjelaskan batas peran 
dan kanal resmi 

Masalah substantif diarahkan 
kepada pihak berwenang 

Secara kuantitatif, program memenuhi indikator yang ditetapkan: 
skor orientasi meningkat rata-rata 0,98 poin, nilai keputusan simulasi 
mencapai 3,50, sedikitnya berada pada kategori baik dan seluruh peserta 
menghasilkan piagam tindakan preventif. Secara substantif, capaian 
terlihat pada perubahan alasan dan urutan tindakan. Peserta tidak lagi 
menerima atau menolak suatu permintaan, tetapi memeriksa 
kewenangan, meminta bukti, mempertimbangkan risiko dan 
menentukan dukungan yang dibutuhkan. Perubahan ini lebih relevan 
bagi konsep kesadaran hukum dibandingkan peningkatan pengetahuan 
semata. 

Namun, program belum membuktikan komitmen akan dijalankan 
setelah peserta kembali ke lingkungan kerja. Kondisi kerja, status 
administrasi, akses, respons institusi dapat memperkuat atau justru 
melemahkan orientasi yang telah terbentuk. Weber (2025) dan Tenorio 
(2024) sama-sama menunjukkan penggunaan hukum oleh migran 
dipengaruhi oleh konteks relasional dan sumber daya yang tersedia. Oleh 
sebab itu, tindak lanjut yang disarankan mencakup pengingat berkala, 
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materi skenario digital, akses konsultasi awal dan evaluasi satu hingga 
tiga bulan setelah kegiatan. 

Keterbatasan lain terletak pada jumlah peserta yang hanya enam 
orang dan kedekatan waktu antara intervensi dengan evaluasi akhir. 
Hasil tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh PMI di 
Malaysia. Meskipun demikian, format kelompok kecil memungkinkan 
pengamatan yang mendalam terhadap alasan, keraguan dan proses 
perubahan setiap peserta. Pengembangan berikutnya dapat 
menggunakan kelompok peserta yang lebih beragam, menambahkan 
skenario berdasarkan sektor pekerjaan serta membandingkan komitmen 
awal dengan perilaku yang benar-benar dilakukan. 

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan peningkatan 
kesadaran hukum perlu bergerak dari norma menuju dilema, dari dilema 
menuju latihan dan dari latihan menuju komitmen yang realistis. Hukum 
menjadi relevan ketika peserta dapat menghubungkannya dengan 
keputusan tanpa mengabaikan tekanan struktural yang mereka hadapi. 
Model ini dapat direplikasi dalam kegiatan pengabdian berikutnya 
dengan tetap mempertahankan batas etik, keterhubungan dengan 
layanan resmi dan evaluasi perilaku secara berkelanjutan. 

 

5 Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan dilema dan 
komitmen perilaku meningkatkan kesadaran hukum PMI, ditandai 
dengan kenaikan skor rata-rata dari 2,52 menjadi 3,50 (+0,98) dan nilai 
simulasi pengambilan keputusan 3,50/4, dengan 5 dari 6 peserta 
mencapai kategori baik atau sangat baik. Peserta menjadi lebih mampu 
mengenali risiko terkait paspor, perubahan pekerjaan, pembayaran, 
perantara, serta pentingnya bukti dan kanal resmi, meskipun 
kepercayaan terhadap institusi masih menjadi aspek terendah. 
Rekomendasi: dilakukan pemantauan 1–3 bulan untuk melihat 
keberlanjutan perilaku preventif, pengembangan skenario sesuai sektor 
pekerjaan PMI, serta penguatan akses konsultasi dan rujukan 
kelembagaan agar peningkatan kesadaran hukum berlanjut menjadi 
praktik perlindungan diri yang nyata. 
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